UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
NOMOR 7 TAHUN 1950
TENTANG
PERUBAHAN KONSTITUSI SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT MENJADI
UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Menimbang : bahwa Rakyat daerah-daerah bagian diseluruh Indonesia
menghendaki bentuk susunan Negara republik-kesatuan;

bahwa kedaulatan adalah ditangan Rakyat;

bahwa Negara yang berbentuk republik-kesatuan ini
sesungguhnya tidak lain dari pada Negara Indonesia yang
kemerdekaannya oleh Rakyat diproklamirkan pada hari 17
Agustus 1945, yang semula berbentuk republik-kesatuan dan
kemudian menjadi republik-federasi;

bahwa untuk melaksanakan kehendak Rakyat akan bentuk
republik-kesatuan itu daerah-daerah bagian Negara Indonesia
Timur dan Negara Sumatera Timur telah menguasakan
Pemerintah Republik Indonesia Serikat sepenuhnya untuk
bermusyawarat dengan Pemerintah daerah bagian Negara
Republik Indonesia;

bahwa kini telah tercapai kata sepakat antara kedua fihak
dalam permusyawaratan itu, sehingga untuk memenuhi
kehendak Rakyat tibalah waktunya untuk mengubah Konstitusi
Sementara Republik Indonesia Serikat menurut kata sepakat
yang telah tercapai itu menjadi Undang-undang Dasar
Sementara Negara yang berbentuk republik-kesatuan dengan
nama Republik Indonesia;

Mengingat . Pasal 190, Pasal 127 bab a dan Pasal 191 ayat (2) Konstitusi;
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Mengingat pula : Piagam Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat
dan pemerintah Republik Indonesia tanggal 19 Mei 1950;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat;
Memutuskan:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KONSTITUSI
SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT MENJADI UNDANG-
UNDANG DASAR SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1.
Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat diubah menjadi Undang-
undang Dasar Sementara Republik Indonesia, sehingga naskahnya berbunyi
sebagai berikut :

MUKADDIMAH.

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala Bangsa dan oleh sebab
itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai
dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjoangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada
saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakyat Indonesia
kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia , yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Dengan berkat dan rahmat Tuhan tercapailah tingkatan sejarah yang
berbahagia dan luhur.

Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam
Negara yang berbentuk republik-kesatuan, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan
Yang Maha Esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial,
untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan
dalam masyarakat dan Negara-hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat
sempurna.
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BAB I.
NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAGIAN I.
Bentuk Negara dan kedaulatan.

Pasal 1.
1. Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu Negara-
Hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan.

2. Kedaulatan Republik Indonesia adalah ditangan Rakyat dan dilakukan
oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

BAGIAN II.
Daerah Negara.

Pasal 2 .
Republik Indonesia meliputi seluruh daerah Indonesia.

BAGIAN III.
Lambang dan bahasa Negara.

Pasal 3.
1. Bendera kebangsaan Republik Indonesia ialah bendera Sang Merah Putih.

2. Lagu kebangsaan ialah lagu "Indonesia Raya".
3. Meterai dan lambang Negara ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 4.
Bahasa resmi Negara Republik Indonesia ialah Bahasa Indonesia.

BAGIAN IV
Kewarga-negaraan dan penduduk Negara.
Pasal 5.
1. Kewarga-negaraan Republik Indonesia diatur oleh Undang-undang.
2. Pewarga-negaraan (naturalisasi) dilakukan oleh atau dengan kuasa

undang-undang.
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Undang-undang mengatur akibat-akibat kewarga-negaraan terhadap
isteri orang yang telah diwarga-negarakan dan anak-anaknya yang belum
dewasa.

Pasal 6.

Penduduk negara ialah mereka yang diam di Indonesia menurut aturan-aturan
yang ditetapkan dengan undang-undang.

BAGIAN V.
Hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia.
Pasal 7.
1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang.
2. Sekalian orang berhak menuntut perlakukan dan perlindungan yang sama
oleh undang-undang.
3. Sekalian orang berhak menuntut perlindungan yang sama terhadap tiap-

tiap pembelakangan dan terhadap tiap-tiap penghasutan untuk
melakukan pembelakangan demikian.

4. Setiap orang berhak mendapat bantuan-hukum yang sungguh dari hakim-
hakim yang ditentukan untuk itu, melawan perbuatan perbuatan yang
berlawanan dengan hak-hak dasar yang diperkenankan kepadanya
menurut hukum.

Pasal 8.

Sekalian orang yang ada didaerah Negara sama berhak menuntut perlindungan
untuk diri dan harta-bendanya.

Pasal 9.
1. Setiap orang berhak dengan bebas bergerak dan tinggal dalam
perbatasan Negara.
2. Setiap orang berhak meninggalkan negeri dan-jika ia warga negara atau

penduduk - kembali kesitu.
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Pasal 10.
Tiada seorangpun boleh diperbudak, diperulur atau diperhamba.

Perbudakan, perdagangan budak dan perhambaan dan segala perbuatan berupa
apapun yang tujuannya kepada itu, dilarang.

Pasal 11.

Tiada seorang juapun akan disiksa ataupun diperlakukan atau dihukum secara
ganas, tidak mengenal peri-kemanusiaan atau menghina.

Pasal 12.

Tiada seorang juapun boleh ditangkap atau ditahan, selain atas perintah untuk
itu oleh kekuasaan yang sah menurut aturan-aturan undang-undang dalam hal-
hal dan menurut cara yang diterangkan dalamnya.

Pasal 13.

1. Setiap orang berhak, dalam persamaan yang sepenuhnya mendapat
perlakuan jujur dalam perkaranya oleh hakim yang tak memihak, dalam
hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam hal
menetapkan apakah suatu tuntutan hukuman yang dimajukan
terhadapnya beralasan atau tidak.

2. Bertentangan dengan kemauannya tiada seorang jua-pun dapat
dipisahkan dari pada hakim, yang diberikan kepadanya oleh aturan-
aturan hukum yang berlaku.

Pasal 14.

1. Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa
pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya
dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan hukum yang
berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang telah
ditentukan dan yang perlu untuk pembelaan.

2. Tiada seorang diucapkan boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi
hukuman, kecuali karena suatu aturan hukum yang sudah ada dan
berlaku terhadapnya.

3. Apabila ada perubahan dalam aturan hukum seperti tersebut dalam ayat
di atas, maka dipakailah ketentuan yang lebih baik sitersangka.
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